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ABSTRAK 

Independensi hakim konstitusi adalah prasyarat utama untuk negara hukum 

yang adil dan terjamin. Prinsip ini harus tercermin dalam pemeriksaan dan 

pengambilan keputusan, memastikan hakim bebas dari pengaruh luar seperti 

intervensi politik atau keberpihakan golongan atau individu tertentu. Namun, 

independensi Mahkamah Konstitusi dipertanyakan setelah kasus yang menimpa 

Ketua MK Anwar Usman terkait Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas 

usia capres dan cawapres. Dalam putusan tersebut banyak mengundang berbagai isu 

yang pada akhirnya menuai kontroversi yang salah satunya ialah konflik 

kepentingan. Fenomena ini mungkin harus disikapi sebagai upaya pembenahan 

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui MKMK 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan majelis kehormatan 

mahkamah konstitusi dan untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum 

putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terhadap putusan mahkamah 

konstitusi yang hakimnya melanggar kode etik. Penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute 

approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) 

dan Komisi Yudisial (KY) merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di 

Indonesia dalam kerangka demokrasi yang menerapkan asas trias politica, dengan 

masing-masing lembaga memiliki kewenangan tersendiri. KY, berdasarkan Pasal 

24B ayat 1 UUD NRI 1945, berwenang mengawasi perilaku hakim untuk menjaga 

kehormatan dan martabat hakim. Namun, pengawasan KY terhadap hakim MK 

menimbulkan pertentangan, sehingga melalui Putusan No. 005/PUU-VI/2006, MK 

menyatakan bahwa pengawasan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. 

Sebagai solusi, MK membentuk mekanisme pengawasan internal (MKMK) sesuai 

UU No. 7 Tahun 2020 dan diperkuat oleh PMK No. 1 Tahun 2023. MKMK 

memiliki wewenang untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan 

terhadap hakim konstitusi yang melanggar kode etik. persoalan penilaian hukum 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan turut mempersoalkan perihal keabsahan 

atau ketidakabsahaan suatu putusan MK bukan lagi kewenangan dari MKMK. 

Kata Kunci : Putusan, MKMK, Mahkamah Konstitusi 

 

  



xii 
 

ABSTRACT 

The independence of constitutional judges is a key prerequisite for a just 

and secure rule of law. This principle must be reflected in the examination and 

decision-making, ensuring judges are free from outside influences such as political 

intervention or partiality of certain groups or individuals. However, the 

independence of the Constitutional Court was questioned after the case that befell 

the Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman regarding the 

Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for 

presidential and vice presidential candidates. In this decision, there were many 

issues that eventually led to controversy, one of which was a conflict of interest. This 

phenomenon may have to be addressed as an effort to improve the supervisory 

function carried out by the Constitutional Court through the MKMK. This thesis 

research aims to explain the position of the honorary council of the constitutional 

court and to find out and explain the legal force of the decision of the honorary 

council of the constitutional court against the decision of the constitutional court 

whose judges violate the code of ethics. This research is a normative legal research 

using statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this 

study indicate that the Constitutional Court (MK) and the Judicial Commission (KY) 

are part of the judicial power in Indonesia within a democratic framework that 

applies the principle of trias politica, with each institution having its own authority. 

KY, based on Article 24B paragraph 1 of the 1945 Constitution, has the authority to 

supervise the behavior of judges to maintain the honor and dignity of judges. 

However, KY's supervision of MK judges caused conflict, so through Decision No. 

005/PUU-VI/2006, the Constitutional Court stated that such supervision was 

contrary to the 1945 Constitution. As a solution, the Court established an internal 

supervision mechanism (MKMK) in accordance with Law No. 7 of 2020 and 

strengthened by PMK No. 1 of 2023. MKMK has the authority to monitor, examine, 

and recommend actions against constitutional judges who violate the code of ethics. 

the issue of legal assessment of Constitutional Court decisions and also questioning 

the validity or invalidity of a Constitutional Court decision is no longer the authority 

of MKMK. 
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